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ABSTRAK 

(A) Nama : Rio Helmy Syafreza 

(B) NIM : 217202014 

(C) Judul Tesis : Tanggung Jawab Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan 

Hutan (IPPKH) Terhadap Pihak Ketiga Berdasarkan Surat 

Keputusan (SK) IPPKH Nomor: SK.538/1/KLHK/2020 

(D) Halaman : xiii + 152 + 2023 

(E) Kata Kunci : Tanggung jawab, Pemegang Izin, Kawasan Hutan. 

(F) Isi :  

Pada dasarnya untuk melakukan suatu kegiatan pembangunan di 

luar kegiatan kehutanan di kawasan hutan selain mendapatkan 

persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan perlu juga mendapatkan izin 

pinjam pakai kawasan hutan. Pinjam pakai kawasan hutan adalah penggunaan 

atas sebagian kawasan hutan kepada pihak lain untuk kepentingan 

pembangunan di luar  kegiatan kehutanan tanpa mengubah status, peruntukan 

dan fungsi kawasan tersebut. Berbagai masalah tentang kehutanan mejadi 

suatu hal yang tidak ada habisnya terutama menyangkut tentang bagaimana 

pinjam pakai kawasan hutan, untuk mengatasi hal ini Kementerian Kehutanan 

telah mengeluarkan peraturan mengenai pedoman pinjam pakai kawasan 

hutan. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode 

penelitian yuridis normatif. Tanggung jawab pemegang IPPKH terhadap pihak 

ketiga dalam kegiatan menggunakan kawasan hutan produksi dapat 

direalisasikan dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Apabila muncul suatu masalah atau sengketa maka barulah dapat dimintakan 

suatu pertanggungjawaban, dalam hal ini dari pihak ketiga kepada pemegang 

IPPKH. Masalah atau sengketa yang mungkin timbul dalam hal ini yaitu 

apabila kewajiban-kewajiban yang semestinya atau seharusnya dilakukan oleh 

pemegang IPPKH tidak dilakukan atau dilaksanakan sebagaimana mestinya. 

Tanggung jawab dapat dimintai oleh pihak yang merasa dirugikan (pihak 

ketiga) kepada pemegang izin apabila memang terbukti telah melanggar atau 

melawan hukum yang berlaku secara perdata, pidana maupun administratif. 

Hak pemegang IPPKH berdasarkan SK IPPKH Nomor: 

SK.538/1/KLHK/2020 ialah untuk bisa memanfaatkan areal kawasan yang 

telah diberikan izinnya untuk kegiatan operasi produksi batubara dan sarana 

penunjangnya. Kewajiban pemegang IPPKH berdasarkan SK IPPKH Nomor: 

SK.538/1/KLHK/2020 terdapat dalam point keenam. 

(G) Pembimbing : Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn. 

(H) Penulis : Rio Helmy Syafreza 
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ABSTRACT 

(A) Name : Rio Helmy Syafreza 

(B) NIM : 217202014 

(C) Thesis Title : Responsibilities of Borrow to Use Forest Area Permit Holders 

(IPPKH) to Third Parties Based on IPPKH Decree (SK) 

Number: SK.538/1/KLHK/2020 

(D) Page : xiii + 152 + 2023 

(E) Keyword : Responsibilities, Permit Holder, Forest Area. 

(F) Content :  

Basically to carry out a development activity in outside of forestry activities in 

forest areas other than obtainingapproval in principle for the use of forest 

areas is also necessary to obtain a lease-to-use permit for forest areas. 

Borrow to use forest area is the use of a part of a forest area by another party 

for development purposes other than forestry activities without changing the 

status, designation and function of the area. Various problems regarding 

forestry have become an endless matter, especially regarding how to borrow 

to use forest areas, to overcome this the Ministry of Forestry has issued 

regulations regarding guidelines for borrowing to use forest areas. The 

research method used by researchers is a normative juridical research 

method. The responsibility of IPPKH holders towards third parties in 

activities using production forest areas can be realized by following the 

applicable laws and regulations. If a problem or dispute arises, then 

accountability can be requested, in this case from a third party to the IPPKH 

holder. Problems or disputes that may arise in this case are if the obligations 

that should or should be carried out by IPPKH holders are not carried out or 

implemented as they should. Responsibilities can be claimed by parties who 

feel aggrieved (third parties) to the permit holder if it is proven that they have 

violated or violated applicable laws in civil, criminal or administrative terms. 

The rights of IPPKH holders based on SK IPPKH Number: 

SK.538/1/KLHK/2020 are to be able to utilize the area of the area that has 

been granted a permit for coal production operations and its supporting 

facilities. The obligations of IPPKH holders based on SK IPPKH Number: 

SK.538/1/KLHK/2020 are contained in the sixth point. 

(G) Lecturer : Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn. 

(H) Author : Rio Helmy Syafreza 
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